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PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA,

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan
Iformasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Oublik, badan Publik wajib membuat
pertimbangan tertulis ata setiap kebijakan yang
diambil;

Bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan
prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan
dan akuntabel;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan ¢ perlu menetapkan
Penetapan  Pejabat  Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pemerintah Desa Ubung Kaja tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Desa Ubung Kaja Tahun 2025;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);



3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3495);

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

7. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Nomor 10);

8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2023
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa
Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU :  Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam lampiran yan merupakan
bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;



KEDUA

KETIGA

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dictum
KESATU akan dimuktahirkan paling singkat 12 (dua belas)
bulan sekali;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 30 Juli 2025
Pejabat Pengelola Informasi Dan




LAMPIRAN I PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

2 TAHUN 2025
30 JULI 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA TAHUN

2025

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA TAHUN 2025

No

Informasi

Dasar Hukum

Pengecualaian Informasi

Kosekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Dibuka

Ditutup

Jangka
Waktu

Data Pribadi Penduduk

UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP,
Pasal 17 hurif h,
Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikankepada
Pemohon Informasi
Publik
dapatmengungkap
rahasia pribadi

UU No. 23 Tahun
2006 tentang
Administrasi
Kependudukan, Pasal
84 Ayat (1) dan (2),
Pasal 85 Ayat (1), (2)
dan (3)

Dapat mengungkap
data pribadi penduduk

Melindungi
rahasia data
pribadi
penduduk

Tidak terbatas




Kosekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

No Informasi Dasar Hukum Jangka
Pengecualaian Informasi . . Waktu
Dibuka Ditutup
e UU No. 27 Tahun
2022 tentang
Pelindungan Data
Pribadi Pasal 6, 14
dan 25
e UU No. 11 Tahun Dapat meneoan
. . : 2008 tentang P ggansstl Melindungi hak
Konfigurasi Jaringan . perlindungan hak atas
2. Informasi dan ; atas kekayaan .
(Source Code Aplikasi, . ) kekayaan intelektual ) Selama masih
Transaksi Elektronik, intelektual .

2 | User ID dan Password Pasal 25 digunakan /
Aplikasi dan Internet Tah Memungkinkan adanya 1i { hak masih berlaku
Protocol/IP Address Privat) ¢ UU No. 14 Tahun penyalahgunaan hak Melindungi ha

2008 tentang KIP akses akses

Pasal 17 Huruf b
Identitas Pribadi
Perangkat Desa (Data
Penghasilan Pribadi
Perangkat Desa, Dokumen
1}zroses pepgelolaan Selama

epegawaian, Dokumen P
: . erangkat

rencana pengangkatan UU No. 14 Tahun 2008 | Dapat mengungkap Melindungi Desa tersebut
dan pemberhentian ) . . rahasia data .

3 tentang KIP Pasal 17 Huruf | data pribadi Perangkat . . masih

Perangkat Desa dalam pribadi
. h Desa melaksanakan
dan dari jabatan Perangkat Desa .
tugas/ masih
structural dan SK
berlaku

pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat
Desa dalam dan dari
jabatan structural)




Kosekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

No Informasi Dasar Hukum Jangka
Pengecualaian Informasi . . Waktu
Dibuka Ditutup
UU No. 14 Tahun 2008 | Dapat menghambat Memperlancar .
Laporan Keuangan yang proses Sampai
4 . tentang KIP Pasal 17 Huruf | proses penyusunan .
belum ditetapkan .. penyusunan ditetapkan
h kebijakan >
kebijakan
e UU No. 14 Tahun
Memorandum/ surat — 2008 tentang. KIP
surat penting yan Pasal 17 Huruf ] Menggan roses Melancarkan Selama masih
S p g yans e UU No. 43 Tahun £8angsu p

dirahasiakan (Silsilah
Waris dll)

2009 tentang
Kearsipan Pasal 66
ayat (3) huruf h

kegitan

proses kegiatan

berlaku




